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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan pokok

permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat

secara illegal di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 36

tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdakwa di jatuhi pidana selama 8

(delapan) bulan penjara dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

subside satu bulan penjara. tindak pidana memproduksi atau

mengedarkan obat yang tidak sesuai dengan standar obat diatur

dalam Pasal 196, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan

obat yang tidak memiliki izin edar diatur dalam Pasal 197, tindak

pidana memproduksi atau mengedarkan obat tanpa keahlian dan

kewenangan diatur dalam Pasal 198, dan tindak pidana

memproduksi atau mengedarkan obat yang dilakukan oleh

korporasi diatur dalam Pasal 201.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada

pelaku peredaran obat secara illegal dalam perkara pidana Nomor

148/Pid.sus/2015/PN.Pnm sudah sesuai dengan norma hukum yang

berlaku, semua unsur-unsur tindak pidana peredaran obat secara

illegal yang diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36

tahun 2009 tentang Kesehatan semua terpenuhi. Dan untuk
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pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tersebut telah sesuai

dengan aturan tersebut. Hakim menjatuhkan hukuman pidana

penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp.3.000.000,-

subside kurungan 1(satu) bulan dengan mempertimbangkan

tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta dalam persidangan

serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah

sebagai berikut:

1. Penulis mengaharapkan kepada pelaku dalam industri Farmasi

untuk mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku agar

kejahatan peredaran obat secara illegal dapat diminimalisir.

2. kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam

menegakkan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat

secara illegal dengan melaporkan kepada pidak yang berwajib

jika terdapat kejahatan peredaran obat secara illegal di

lingkungannya.

3. Penulis mengharapkan kepada Majelis Hakim, agar

setiap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana

dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi secara

illegal sekiranya ditindak dengan tegas dan tetap

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada para

pelaku. Dan dengan pemberian sanksi pidana yang
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tegas diharapkan dapat memberikan efek pencegahan

dalam masyarakat dan membuat masyarakat untuk

lebih taat hukum.
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